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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Didalam hidup bermasyarakat banyak kita jumpai perbuatan hukum
pinjam meminjam uang. Perbuatan hukum yang terjadi tersebut adalah
“perjanjian utang piutang”. Dasar hukum suatu perjanjian
dilndonesia adalah  ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana
seseorang ataulebih bersedia mengikatkan dirinya kepadaorang lain atau
lebih.! Dalam arti lain perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek
hukum satu dengan subyek hukum lain dalam bidang harta kekayaan.
Subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subyek
hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan
yang telah disepakatinya.

Utang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk
kedalam perjanjian pinjam meminjam yang ditentukan dalam ketentuan
Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana: “Pinjam-
meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari dan

keadaan yang sama pula.”

! Septarina Budiwati & Wafda Vivid lzziyana, 2021, Aspek Hukum Penundaan Pelaksanaan
Prestasi akibat Keadaan Memaksa di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Justiciabelen, VVol. 4 Nomer
1, Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, hal. 24
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Perbuatan hukum pinjam meminjam uang merupakan cara yang mudah
dalam memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan maupun manusia
untuk mencapai kemakmuran. Namun seiring waktu dan berkembangnya
kebutuhan masyarakat dalam melakukan perjanjian dibutuhkanlah alat
bukti yang kuat sebagai penunjang atau payung hukum dalam perjanjian
tersebut.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya
4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. sepakat mereka mengikat dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sah sebuah
pelaksanaan dari perjanjian yang berarti terdapat kecakapan Kketika
bertindak untuk melakukan suatu hubungan, dengan sepakat antara pihak
satu dengan pihak yang kedua. Syarat subjek yang memberikan suatu
perjanjian terdiri dari sikap cakap bertindak dan sepakat melakukan
perbuatan hukum dan kemudian berkesinambungan melalui perjanjian
tersebut atau berkesinambungan pula pada obyek kemudian digunakan
sebagai perbuatan yang dilakukan untuk hukum bagi pihak-pihak adalah

syarat obyektif yang memiliki beberapa kebijakan tertentu.

2 Lucky Putri S & Andria Luhur P, 2002, Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Milik Anak
yang Masih di Bawah Umur, Jurnal Mimbar Keadilan,VVol. 15 Nomor 2, Surabaya: UNTAG, hal.
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Selain itu, dalam perbuatan perjanjian diharuskan untuk mengikuti asas
kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”.

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan
dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati
hak dan kewajibannya maing-maing, sebagaimana ketentuan hukum yang
diatur dalam Al-Qur’an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1:
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Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.
Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan
kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum
sesuai dengan yang Dia kehendaki.”. (QS. Al-Maidah: 1)

Praktiknya dalam masyarakat dihadapkan kepada 2 (dua) bentuk

perjanjian pinjam meminjam uang baik secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup
dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sama sekali tidak mengatur dan mewajibkan suatu
kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan
juga mengikat secara hukum. Namun, tidak semua perjanjian dapat
dilakukan secara lisan. Jenis perjanjian ini sangat lemah, karena tidak ada

alat bukti yang kuat untuk membuktikan suatu perjanjian tersebut,



bilamana jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat
perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memiliki suatu kekuatan hukum.

Perjanjian tertulis memiliki beberapa bentuk, diantaranya :

1. Onderhand / Di bawah tangan

2. Autentik / Notariil
Perjanjian di bawah tangan dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang dianggap sebagai perjanjian di bawah tangan adalah
surat yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan
rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan
seorang pejabat umum. Secara tidak langsung perjanjian di bawah tangan
murni dibuat oleh para pihak di dalam suatu surat yang ditanda tangani
diatas material. Sedangkan akta notarial / akta autentik merupakan jenis
perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang paling
kuat. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan
bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) nilai kekuatan pembuktian yaitu;

Pembuktian secara Lahiriah, Formal dan Materil. Pembuktian Lahiriah
membuktikan keaslian suatu akta dilihat dari fisiknya atau dari luarnya.
Pembuktian secara Formal membuktikan bahwa para pihak telah
menjelaskan apa yang tertulis di dalam akta tersebut, dan pembuktian
secara Materil membuktikan bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta

itu benar-benar terjadi.



Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, notaris dapat membantu para
pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang dengan dibuatkanlah akta
autentik yaitu “Akta Pengakuan Utang”.

Akta pengakuan utang merupakan akta yang berisi pangakuan dimana
debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar
sejumlah uang dengan jumlah dan dalam jangka waktu yang telah
disepakati kepada kreditur yang dimuat dalam perjanjian utang piutang.
Apabila akta pengakuan utang dibuat menggunakan akta notaris, maka
akta pengakuan utang itu harus diikuti dengan pembuatan Grosse akta.’

Grosse akta merupakan salinan asli suatu akta pengakuan utang
notarill yang diberilkan oleh notaris kepada kreditur.* Salah satu ciri dari
grosse akta adalah pada bagian kepala akta tedapat irah-irah ; “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bermakna grosse
akta pengakuan utang memiliki kekuatan mengikat dan mempunyai
kekuatan eksekutorial, dimana bila pihak debitur melakukan sebuah
wanprestasi, maka pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa harus melakukan gugatan perdata.
Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta yang
memiliki kekuatan yang kuat apabila terjadi perselisihan/sengketa

dikemudian hari hingga ke pengadilan.®

¥ Iswi Haryani, 2013, Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya), Bogor:
Ghalia Indonesia, hal. 18

* Usmanto Rahadi, 2011, Kekuatan Hukum Akta autentik Notaris, Jakarta: Elexmedia
Komputindo, hal. 26

> M. Yahya Harapan, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 30



Secara umum, Notaris merupakan pejabat yang diberi kewenangan
oleh undang-undang. Berkaitan dengan profesi Notaris telah diatur di
dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta
adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.”

Pembuatan akta pengakuan utang dengan menggunakan akta autentik
notaris, pada klausul akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang
debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara
pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu
pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul
akta pengakuan utang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan
berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai
jaminan atas utang-utang debitur tersebut.® Penyerahan objek benda milik
debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan
pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam
pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud
kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur

badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian utang piutang

® Armando Sudarsono, 2009, Notaris dan Tanggung Jawab dalam Pembuatan Akta Autentik,
Jakarta: Rineka Cipta, hal. 15



dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak
atau tidak bergerak milik debitur tersebut.’

Pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan Bank selaku kreditur,
pada umumnya jaminan utang yang diserahkan debitur tersebut akan diikat
dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, bergantung kepada jenis
objek benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan
utangnya. Di dalam perjanjian utang piutang antara debitur dengan
kreditur secara perorangan, pada umumnya akta pengakuan utang yang
dibuat oleh notaris memuat klausula penyerahan objek benda milik debitur
yang bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditur tersebut.® Untuk
menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan tersebut apabila
debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang
kepada kreditur, maka notaris akan membuat Grosse akta pengakuan utang
dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.® Sehingga dapat langsung dimintakan
permohonan eksekusi kepada Kepala Pengadilan Negeri setempat.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah digunakan sebagai ruang lingkup penelitian agar

pembahasan yang akan dikaji tidak keluar dari inti permasalahan, maka

pada skripsi ini penulis hanya membahas bagaimana kedudukan dan

7 Zulhamdi Barsak, 2011, Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang, Jakarta: Pradnya
Paramitha, hal.45

8 Ramli Muhtadi, 2012, Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang
Yang Dibuatnya Di Pengadilan, Jakarta: Pernafasan Media, hal.38

% Riswanto Partono, 2008, Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh
Notaris, Surabaya: Mitra Ilmu, hal.50



kekuatan hukum dari suatu akta pengakuan utang bagi para pihak yang
dibuat dihadapan notaris. Adanya pembatasan di atas menjadikan rumusan
masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan akta pengakuan utang dalam perspektif Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Hal apa saja yang menyebabkan pengajuan permohonan eksekusi akta
pengakuan utang ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri?
. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang
dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui keduduakan akta pengakuan utang yang dapat
memiliki kekuatan eksekutorial.
b. Untuk mengetahi menyebab pengajuan permohonan eksekusi akta
pengakuan utang ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Tujuan Subyektif
a. Digunakan sebagai pemenuhan syarat akademis penulis untuk
memperoleh gelar Strata | (S-1) dalam bidang [Imu Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
b. Digunakan sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan secara
teoritis dan praktiknya dalam bidang Illmu Hukum sebagai disiplin
ilmu yang sedang dipelajari penulis, terutama lingkup Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.



Adapun manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan terhadap ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum mengenai akta
pengakuan utang yang dibuat oleh notaris.

b. Memberikan referensi kepada mahasiswa dan masyarakat umum
dalam melakukan penelitian selanjutnya guna mengetahui keabsakan
suatu akta pengakuatan utang yang di buat dihadapan notaris.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis
mengenai kekuatan hukum akta pengakuan utang yang dibuat
dihadapan notaris.

b. Memberikan tambahan wawasan dan pengalaman terhadap penulis
dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan di bidang
hukum agar mampu berpikir kritis, logis dan sistematis.

c. Memberikan informasi dalam bentuk literatur yang dapat digunakan
sebagai acuan penelitian dengan topik yang sama dan sebagai
tinjauan akademis pemerintah Indonesia dalam mempertimbangkan
perlu/tidaknya dilakukan revisi terhadap undang-undang yang telah

ada.
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D. Kerangka Pemikiran

DEBITUR  |====3 | pERJANJIAN UTANG PIUTANG |€=——| KREDITUR

(Onderhand / Autentik)

DASAR
HUKUM

PENGAKUAN UTANG
........ | AKTA AUTENTIK

1. KUHPerdata
(Perjanjian Tambahan)

2. UUJN

GROSSE SALINAN AKTA

KEKUATAN
EKSEKUTORIAL

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Adapun maksud dari skema diatas adalah sebagai berikut, dalam
melakukan perjanjian utang piutang kreditur dan debitur dihadapkan
dalam dua kondisi yang dapat dipilih dalam mengikatkan dirinya pada
sebuah pembuatan perjanjian tertulis. Pertama akta dibawah tangan yang
dimana perjanjian yang dibuat para pihak tanpa adanya campur tangan
pejabat umum dan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara
spesifik mengenai formatnya. Kemudian, yang kedua akta autentik yang
dimana perjanjian yang dibuat para pihak yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau

perjanjian dibuat.
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Dalam pembuatan perjanjian tertulis akta dibawah tangan memiliki
banyak kekurangan kelemahan yang sangat nyata yaitu dalam
hal pembuktian akta di bawah tangan harus di dampingi dengan alat
pembuktian lain karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan
peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai
formatnya. Sedangkan akta autentik dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang lebih kuat dan sempurna dalam hal ini memiliki kekuatan
eksekutorial.

Penelitian ini digunakan untuk membahas hipotesis bahwa akta
pengakuan utang merupakan perjanjian tambahan yang lahir dari
perjanjian pokok yang mendahuluinya. Akta pengakuan utang harus
berbentuk akta autentik agar memiliki kekuatan eksekutorial dijabarkan
dalam kerangka penelitian terutama dari prespektif yuridis undang-undang
yang ada di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnyaf°

yang dilakukan dengan melakukan analisa dan
konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsistendengan objek
dan cara tertentu' untuk memperoleh suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ingin dicari solusinya. Sehingga dapat dilakukan

19 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Muhammadiyah University Press, hal. 1.
1 Soejano Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 42
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pengembangan terhadap pengetahuan yang telah ada maupun memperoleh

pengetahuan baru yang berbededa dari pemikiran sebelumnya.** Metode

penelitian yang dipilih oleh penulis dijabarkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah metode penelitian

normatif. Penelitian Hukum Normatif menurut Johnny Ibrahim adalah
suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.'® Penelitian normatif kualitatif
merupakan upaya penelitian mengenai ketentuan yang mengatur
tentang hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tentang hukum perjanjian, Undang-
Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Jabatan
Notaris No. 2 Tahun 2014 dan juga didalam akta pengakuan utang yang
dibuat oleh notaris yang memuat hak dan kewajiban debitur dan
kreditur dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agama Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, yaitu penelitian yang mengacu pada perundang-undangan
yang berlaku pada suatu Negara dan teori-teori hukum dan pendapat

para ilmuwan hukum yang utamanya berkaitan dengan permasalahan

24, A. Fuad lhsan, 2010, Filsafat Ilmu, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 190
13 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia
Publishing, hal 57
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penelitian ini.** Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kedudukan akta pengakuan utang yang dapat memiliki kekuatan
eksekutorial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
teori-teori ahli hukum.

3. Jenis Data dan Teknik pengumpulan data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini mengunakan jenis data sekunder. Pengumpulan
data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan
mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian.
b. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui:
1) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan dan pengkajian berbagai
data sekunder yang terdiri atas:

(1) Bahan hukum primer yaitu, segala dokumen resmi dan
peraturan  perundang-undangan. Data Sekunder dalam
penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Buku Ketiga) tentang Hukum Perjanjian, Undang-Undang
Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, dan lain-lain.

(2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang
diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya melainkan

merupakan dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan oleh

% Soemitro, 1998, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 24
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pihak lain. Dokumen tersebut dapat berbentuk peraturan
perundang-undangan, buku yang ditulis oleh ahli hukum,
jurnal hukum, dan artikel baik offline maupun online.

(3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang sifatnya
sebagai penunjang dan pelengkap dari bahan hukum primer
dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat terdiri dari Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan
lain-lain.

Metode Analisis Data

Penganalisisaan data bermaksud agar mempermudah penafsiran
yang nantinya akan dilakukan penyusunan data-data tersebut.”® Pada
tahap menganalisis data ini dipergunakan metode kualitatif yang mana
dengan menghubungkan berbagai kaidah, asas serta berbagai teori yang
selanjutnya dilakukan penyeleksian data-data yang diperoleh dari
kegiatan penelitian yang akan dilangsungkan, agar kelak terciptanya
dan dapat dipertanggungjawabkan Kkualitas serta kebenarannya.
Menggunakan metode analisis kualitatif ini dikarenakan secara
langsung pengukuran datanya tidak dapat dinilai atau dikur melalui
angka.™®

Data sekunder vyang telah terkumpul dianalisis dengan

menggunakan analisis induktif yaitu mencari kebenaran dengan

berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.

5D, Kahmad, 2000, Metode Penelitian Agama, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 102.
18 Tatang M. Amirin, 1995, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.

134.
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Dalam analisis induktif prosesnya dimulai dari premis-premis yang
berupa suatu kasus nyata, yakni kasus in concreto, kemudian norma
hukum in abstracto berfungsi sebagai premis mayor, guna memperoleh
kesimpulan.

Metode analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan
dan menggunakan data dalam pola, kategoridan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat durumuskan suatu hipotesa
kerja seperti yang disarankan oleh data.'” Di dalam penelitian hukum
normative, maka maksud pada hakekatnya berati kegiatan untuk
mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis,
sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum
tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.*®
Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan
evaluasi terhadap sumua data yang dikumpulkan. Setelah itu
keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan sesara
kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan
untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan
kualitas atau keistemewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan
dengan cara menjelaskan dengan menghasilkan kualifikasi yang sesuai
dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk

memperoleh jawaban yang benar mengenai permasalahn pelaksanaan

17 Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyu
Media, hal. 81.

18 Raimon Hartadi, 2010, Methode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktak, Jakarta: Bumi
Initama Sejahtera, hal. 16.
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perjanjian utang piututang dimana yang termuat di dalam akta
pengakuan utang yang dibuat oleh notaris harus didasarkan kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat
ditarik suatu kesimpulan yang tepat dengan metode deduktif, yaitu
melakukan penarikan kesimpulan, diawali dari hal-hal yang bersifat
umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,
sebagai jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan yang
terdapat pada penelitian ini.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ini secara sitematika akan terdiri dari 4 bab yaitu
Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan,
Penutup. Adapun naninya didalamnya dibagi lagi menjadi beberapa
subbab agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun
sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini berisi Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah,
Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka
Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan berisi Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang,
Tinjauan Umum Pengakuan Utang, Tinjauan Umum Akta, Tinjauan

Umum Terhadap Eksekusi, Tinjauan Umum Terhadap Notaris.
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BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai jawaban tentang apa yang menjadi
jawaban pada rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai Kesimpulan yang diambil dari
hasil penelitian dan Saran sebagai pedoman atau tindak lanjut dari hasil

penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.



